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KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
Nomor : 400/0Z /Kpts-CA /2020

TENTANG
PENGURUS MTQ KE 40 KECAMATAN AIRPURA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat hari Rabu tanggal 27 November

2019 di Kantor KUA Kecamatan Airpura, untuk persiapan
mengikuti Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) ke 40 Tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Ranah Ampek Hul}l
Tapan, telah dibentuk Pengurus MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir
Selatan Kecamatan Airpura Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
Pengurus MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di atas, maka
perlu ditetapkan Pengurus MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Airpura yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
Airpura.

Menngingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Tengah Jis Undang-Undang Drt No. 21 Tahun 1957. JO Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958. (Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor : 1 / PNPS / 1965. Jo Undang-undang
Nomor : 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan
atau Penodaan Agama (Lembaga Negara Rebuplik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Negara
Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Tentang Pemerintahan
Didaerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Daerah Negara Rebuplik Indonesia Nomor
4473) Sebagaimana beberpa kali di ubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia No 4844);

4, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, Tentang Pendidikan
agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Tahun 2007, Nomor 124 : tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4746);







